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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Islam di indonesia yang selanjutnya disebut dengan ‘“Peradilan
Agama”telah ada di beberapa tempat di nusantara, jauh sejak zaman penjajahan
Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak
abad ke-16. Dalam sejarah yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul
seabad peradilan agama di indonesia, tanggal 19 januari 1882 di tetapakan sebagai
hari jadinya. Selama itu hingga sekarang, Peradilan Agama berjalan, putusannya di
taati dan dilaksanakan dengan sukarela, tetapi hingga di undangkannya UU No. 7
tahun 1989 tentang peradilan agama. Kesulitan dialami oleh peradilan agama itu
sendiri, oleh para pencari keadilan bahkan oleh cerdik cendikia, mahasiswa atau
pelajar hukum. Karena sulit mengidentifikasi, mengumpul dan mengombinasikan.*

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui
eksistensinyaa dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok
kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah di ganti dengan undang-undang nomor
4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus
yang ditunjukan kepada umat islam dengan lingkup kewenangan yang khusus

pula,baik perkaranya ataupun pencari keadilannya(justiciabel). Disamping peradilan

! Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.1.



agama ada juga peradilan militer peradilan tata usaha negara yang termasuk peradilan
khusus.

Peradilan atau rechtspraak dalam bahasa belanda dan juadiciarary dalam
bahasa inggris adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam
menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan adalah badan yang melakukan
peradilan, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara.?

Peradilan berasal kata “adil” dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi
bahasa indonesia yang artinya proses mengadili atau penyelesaian sengketa hukum di
hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Peradilan merupakan suatu
pengertian yang umum. Dalam bahasa Arab disebut al-gadha, artinya proses
mengadili dan proses mencari keadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengertian Peradilan Agama
disebutkan dalam pasal 1 angka 1 bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi
orang-orang beragama islam, sedangkan pengertian pengadilan disebutkan dalam
pasal 1 ayat 2 bahwa pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama di lingkungan Peradilan Agama.’

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang peradilan agama pada dasarnya untuk mewujudkan
penyelenggaraan kekuasaan hakim yang merdeka dan peradilan yang bersih serta

berwibawa, yang udilakukan melalui penataaan sistem peradilan yang

2 Mustopa, Kepaniteraan Peradilan Agama, ( Jakarta:Kencana,2005), h.5.
¥ Mustopa, Kepaniteraan Peradilan Agama ......, h. 6.



terpadu(integrated justice system), terlebih peradilan agama secara konstitusional
merupakan badan di bawah Mahkamah Agung.

Perceraian atau talak yang dikenal juga dengan gugat cerai adalah pemutusan
hubungan suami isteri dari hubungan pernikahan atau perkawinan yang syah menurut
syariah islam dan/atau syah menurut syariah dan negara perceaian adalah hal yang
menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan
yang sudah memiki keturunan oleh karena itu, sebisa mungkin harus di hindari.
Namun islam memberi jalan keluar apabila ia dapat menjadi jalan atau terbaik bagi
keduanya.”

Apabila sebuah pernikahan telah sah secaara syar’i maka seorang suami
berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya ( baik muslimah atau ahlul
kitab). Alqur’an menjelaskan “ dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian
kepada para ibu dengan cara ma’ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupan “( Qs.Al-Bagarah:233)

Substansi undang-undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum
wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam gugatan
perceraian yang diajukan oleh isteri, peraturan nomor 9 tahun 1975 menentukan
gugatan harus di ajukan ke pengadilan agama.

Untuk menegakkan hukum islam yang berlaku secara yuridis formal dalam

Negara republik Indonesia pada tanggal 8 desember 1988. Presiden republik

* Amademen Undang-Undang, Peradilan Agama UU RI No 50. Th. 2009,Jakarta: Sinar
Grafika,2010, h. 115.



Indonesia menyampaikan rancangan undang-undang peradilan agama kepada dewan
perwakilan rakyat untuk dibicarakan dan disetujui sebagai undang-undang peradilan
agama yang tidak sesuai lagi dengan undang —undang 1945 dan undang-undang
tentang pokok-pokok kekuasaan hakim 1970.

Setelah dibicarakan secara mendalam dibahas dan di uji dengan berbagai
wawasan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Negara kita,akhirnya
pada hari kamis tanggal 14 desember 1989 rancangan undang-undang peradilan
agama itu di setujui oleh dewan perwakilan rakyat menjadi undang-undang republik
Indonesia tentang peradilan agama lima belas hari kemudian yaitu tanggal 29
desember 1989 undang disebut disahkan menjadi undang-undang nomor 7 tahun
1989 oleh presiden republik Indonesia di undangkan pada tanggal yang sama,oleh
menteri sekretaris Negara dan di muat dalam lembaran Negara nomor 49 tahun 1989.

Pengesahan undang-undang peradilan agama itu merupakan peristiwa penting
bukan bagi pembangunan perangkat hukum nasional tetapi juga bagi umat islam di
Indonesia.

Sebabnya adalah, dengan di sahkannya undang-undang itu semakin mantaplah
kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan pelaksanna kekuasaan
kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan
hukum islam mengenai hibah,wakaf, dan shodagah. Yang telah menjadi hukum islam
positif di tanah air kita. Pemeluk agama islam yang menjadi bagian penduduk

Indonesia dengan undang-undang itu, diberi kesempatan untuk mentaati hukum islam



yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya, sesuai dengan jiwa pasal 29 undang-
undang dasar 1945 terutama ayat ( 2 ) nya.

Undang-undang peradilan agama yang telah di sahkan dan di undangkan
terdiri dari V11 bab,108 pasal dengan sistematik dan garis-garis besar isinya sebagai
berikut.bab | tentang ketentuan umum, bab Il susunan pengadilan bab 111 mengenai
kekuasaan peradilan agama, bab IV hukum acara bab V ketentuan-ketentuan lain, bab
VI ketentuan peraalihan dan bab VIl ketentuan penutup( undang-undang nomor 7 :
1989).

1. Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian
hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang
sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana prikehidupan yang ama,
tentram, dan tertib seperti yang di amanatkan Garis-Garis Besar Haluan
Negara.

2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, dalam undang-undang
ini dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama yang
berpuncak pada mahkamah agung.

3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan
oleh pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara da

pengelolaan administrasi pengadilan.



4. Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan. Oleh karena
itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian di atur dalam
undang- undang ini.

5. Mengatur hukum acara peradilan agama, prinsip-prinsip pokok yang di
tetapkan dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970,antara lain ketentuan
bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan
dimulai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA.

6. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara
yang dijamin kemerdekaanya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang
diatur dalam undang-undang tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan
kehakiman.

7. Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa
keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat
Undang-Undang perkawinan.Oleh karena itu maka dalam undang-undang ini
diatur secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa perkawinan
diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, menentukan bahwa
gugatan harus diajukan kepengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata.’

®> Penyusunan Penjelasan Peraturan Perundang-Undang dalam Himpunan Peraturan
Perundang-Undang Republik Indonesia Menurut Sistem Engelebrecht, (Jakarta: PT. Ichktiar Baru Van
Hoeve, 2007), h. 227-229.



Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa beberapa bagian hukum islam
dibidang mu’amalah berdasarkan peraturan perundang-perundangan republik
Indonesia secara yuridis formal, telah menjadi bagian hukum positip kita untuk
menagakkannya telah pula di mantapkan eksitensi peradilan agama yang menjadi
bagian sistem peradilan nasional,salah satu pelaksan kekuasan kehakiman di
Indonesia, namun segera perlu di catat bahwa baik mengenai hukum islam maupun
mengenai undang-undang peradilan agama itu sendiri terdapat masalah dan
pelaksanaannya dalam uraian berikut akan di sebutkan beberapa diantaranya.

Cerai gugat menguraikan pasal demi pasal 73 sampai pasal 74 terdiri dari
beberapa nomor dalam pasal tersebut berikut ini:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasannyan kepada pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
tergugat.

2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugutan perceraian
diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
tergugat.

3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka
gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama jakarta

pusat.



Apabila gugutan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat
pidana penjaran, maka untuk memperoleh putusan peceraian, sebagai bukti penggugat
cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan
perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqog, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal
dari keluarga orang-orang yang dekat isteri dengan suami isteri.’

Pasal 76 ayat 1 UU NO 7 tahun 1989 tentang, syigoq diartikan sebagai
persilisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan isteri, ketika syiqoq
terjadi antara suami istri dalam suatu rumah tangga dan permusuhan diantara
keduanya semakin kuat dan khawatiran terjadi firgoh dan rumah tangga mereka
nampak akan runtuh maka hakim mengutus dua orang hakam untuk memberi
pandangan terhadap problem yang di hadapinnya keduanya. Firman Allah:
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“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka

® http//iluzahamin.blog.spot.com. hari sabtu 11 Oktober



dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa
berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah
padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al
hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang
diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya
Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ” ( QS. AL-Bagarah : 231)

Mengenai nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya, dalam
bentuk materi. Karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan nafkah
meskipun di lakukan suami terhadap istrinya, kata yang selama ini di gunakan dalam
bentuk materi di sebut nafkah lahir atau batin, sehubungan dengan hadis nabi dari dan

ibnu majah dalam sebuah hadis:
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Artinya :Saya ( Hakim ) berkata *“ Ya Rasullah SAW, apakah apakah hak seorang

istri atas suaminya? Nabi berkata “kamu mesti member makan dan memberi pakaian
sesuai dengan apa yang kamu pakai.’

3

Mazhab Syafei menyebutkan bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh
kecuali dengan ketetapan hakim; karena ini adalah pembatalan pernikahan yang di
perselisinkan, maka membutuhkan ketetapan dari hakim. Tidak boleh dilakukan
pemisahan kecuali dengan permintaan dari isteri untuk melakukan pemisahan karena
perpisahan ini akibat tidak terpenuhnya haknya, maka tidak boleh dilakukan dengan

tanpa permintaanya.

" Amir Syaripudin, Antara Figih Munagahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta :
Kencana, 2007), h. 32.
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Pemisahan yang dilakukan oleh gadhi/hakim akibat tidak adanya nafkah jatuh
sebagai talak raj’i. Si suami memiliki hak untuk merujuk isterinya pada mass iddah
dengan syarat dapat dibuktikan kelapangan si suami, dan kesiapannya untuk memberi

nafkah.®

B. Fokus Masalah

Terdapat pada Paragraf 3 Tentang Cerai Gugat, agar permasalahan menjadi
lebih terpokus dan mudah di teliti maka pokok masalah pada skripsi ini adalah
mengapa faktor nafkah sebagai alasan perceraian seorang istri menggugat perceraian

ke pengadilan.

C. Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas dapat di ajukan beberapa pertanyaan
sebagai rincian masalah antara lain:
a. Apa substansi undang-undang no 7 tahun tahun 1989 tentang peradilan agama
mengenai Perceraian?
b. Bagaimana pendapat mazhab Imam Syafe’i tentang perceraian dengan alasan
suami tidak memberikan nafkah?
c. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara undang-undang nomor 7 tahun
1989 tentang peradilan agama mengenai gugat cerai dengan pendapat mazhab

syafe’i tentang perceraian yang di akibatkan suami tidak memberi nafkah?

8 Wahbah Az-Zuhali, Figih Islam Wa Adilatuhu, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 444.
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D. Tujuan Penulisan

a.

Ingin mengetahui substansi undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan
agama mengenai perceraian.

Ingin mengetahui pendapat mazhab Imam Syafe’i tentang perceraian
dengan alasan suami tidak memberikan nafkah.

Ingin mengetahui persamaan dan perbedaan antara substansi undang-undang
nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama mengenai gugat cerai dengan
pendapat mazhab syafe’i tentang perceraian yang diakibatkan suami tidak

memberi nafkah.

E. Tinjauan Pustaka

1.

Tinjauan tentang perceraian;

Definisi Perceraian, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara
suami-istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.
Pengertian menurut KHI secara jelas di tegaskan pasal 117 yang sah
menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang
pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Dalam Kamus Besar indonesia, kata “cerai” diartikan dengan pisah atau

putus hubungan suami istri. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti

berakhirnya hubungan suami istri. Sayyid sabiq pun berpendapat bahwa lafadz

attalak di ambil dari kata al-ithlaq yang artinya berpisah dan tarku artinya

meninggalkan.
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Perceraian yang dilakukan dengan putusan pengadilan agama adalah
perceraian yang berdasarkan suatu gugatan perceraian. Pengadilan Agama dalam
setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta
batuan kepada badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian
setempat; bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan
perceraian yang baru berdasarkan alasan — alasan yang sama.

Perceraian ( divorce ) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi
antara pasangan suami-istri dan mereka berketatapan untuk tidak menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Putusnya perkawinan disebabkan karena
perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUHP (BW) pada bab ke-10
berkitan dengan bagian ketiga dalam KUHP (BW) tentang perceraian
perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam pasal 208 dikatakan bahwa perceraian
suatu perkawinan sekali-kali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara
kedua belah pihak. Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah
dan hanyalah sebagai berikut:

1. Zina
2. Meninggalkan tempat bersama dengan itikad jahat;
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan

hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan;
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4. Melukai atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau oleh istri terhadap istri

atau suaminya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang di lukai atau

dianiaya, atau mengakbatkan luka yang membahayakan.’

Faktor-faktor terjadinya perceraian sebagai berikut:

a.

b.

Masalah keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan anak;
Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan;

Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata kasar dan
menyakitkan;

Pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak;
Adanya tuntutan yang diangap terlalu berlebihan sehingga pasangan
sering menjadi tidak sabar, tidak toleransi  dan dirasakan terlalu
“menguasai’”.

Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang
perhatian, dan kebersamaan diantara pasangan;

Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak
kerabat pasangan;

Sering muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidak percayaan;

Setelah penyusunan menemukan beberapa literatur yang membahas

permasalahan yang berhubungan dengan perceraian, penyusun mengambil

beberapa literatur yang berhubungan sekaligus dijadikan rujukan dalam

penulisan sripsi, diantara beberapa buku yang membahas mengenai perceraian

diantara adalah Muhammad Syaifuddin yang berjudul hukum perceraian,

% Boedi Abdullah dan Beni ahmad sabeni, Perkawinan perceraian keluarga muslim.....,h 50.
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Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Sabeni berjudul perkawinan dan perceraian
keluarga muslim. Abdul Manan, yang berjudul aneka masalah hukum perdata
islam di indonesia, Muhammad Amin Suma yang berjudul himpunan
undang-undang perdata islam dan peraturan pelaksanaan lainnya di negara
hukum indonesia. Dan diantara literatur beberapa buku bermazhab syafe,i
karya Abu syuja Al ashafani yang berjudul fikih praktis mazhab syafe i matan
abu suja. Musthafa dib al-bugha fikih islam lengkap penjelasan hukum-
hukum islam mazhab syaf’i.

Berdasarkan telaah karya-karya sejenis terdahulu, maka penyusun
menganggap belum ada karya yang spesifik membahas dan menjelaskan
Hukum Perceraian Studi Komperatif Pendapat Imam Syafe’i Dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dengan Alasan Suami Tidak

Memberikan Nafkah.

F. Kerangka Pemikiran

Merupakan azaz umum dalam perkara perdata dan sejalan dengan tuntutan
agama islam yang di kenal dengan konsep ishlah. Peradilan agama sebagai peradilan
keluarga memiliki dua fungsi, yaitu tidak hanya sebagai pelaksana kekuasaan hakim
atau lembaga hukum, tetapi lebih di arahkan pada usaha penyelesaian sengketa-
sengketa keluarga untuk memperkecil kerusakan rohani dan keretakkan sosial di

kalangan pencari keadilan.™

0 Rahmat Rosyid dan Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Persepektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006). h. 147.
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Selama berlangsungnya gugatan percerain atas permohonan penggugat atau
tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkan, pengadilan
agama dapat mengijinkan suami-istri terebut untuk tidak tinggal bersama dalam
rumah.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pengugat atau
tergugat, pengadilan agama dapat.

a. menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.

b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang
yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak
istri.t!

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau
permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya,
sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya maka istri di bolehkan mengambil
harta suami sebanyak kewajiban yang di pikulnya. Dasar dari pemikiran adalah hadist
nabi “dariAisyah sehubungan dengan istri abu sofyan yang mengatakan hindun bin
hutbah istrimu abu sofyan menghadap nabi saw, dan berkata “ Abu sofyan adalah
laki-laki yang pelit dia tidak memberi nafkah yang mencukupi untukku dan anak

perempuanku, kecuali apa yang kau ambil dari hartanya, tanpa sepengetahuan Apkah

Y Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Depag RI
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama tahun 2010
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boleh yang demikian “ Nabi SAW “ Ambillah dari hartanya apa yang mencukupi
untukmu dan anak perempuamu.?

Mazhab syafei,pendapat sesungguhnya ucapan talak yang diucapkan secara
terang-terangan ada tiga lafal: talak, perpisahan, dan pelepasan, karena ketiga kalimat

ini di sebutkan di dalam Al-Qur’an yaitu dalam firman Allah SWT.

£ P ke PR

o o3 3l g ALals 0B Gilal]

“ Talak ( yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik” ( al-bagarah : 229 ).

Pemisahan akibat tidak adanya nafkah merupakan keburukan yang lebih
besar bagi istri di bandingkan ketidakmampuan melakukan hubungan seks. Maka
si istri memiliki hak yang lebih utama untuk meminta berpisah akibat kemiskinan

si suami atau ketidakmampuannya untuk memberi nafkah.*?

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penulisan ini yang di analisis dalam penyusunan skripsi ini
penulis menggunakan studi pustaka / library Research vyaitu penelitian berdasarkan
bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan judul pembahasan skripsi ini,
menggunakan metode penelitian komporatip;metode komporatif yaitu penelitian yang
bersifat membandingkan. Penilitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan

dan perbedaan dua atau lebih pakta-pakta dan sifat-sifat objek yang di teliti

2 Amir Syaripudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figih Munagahat dan
Undang-undang Perkawinan, ( Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2006), Cet. 3, h.57
3 Amir Syaripudin, Hukum Perkawinan ....., h. 445.
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berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian variabelnya masih

mandiri.Tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini lima bab yang masing-masing bab memiliki sub-
sub bab,secara keselurahan meliputi sebagai berikut:

Bab: | Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah,
perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, metodologi penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab: Il Tinjauan umum hukum perceraian terdiri dari perceraian dalam
perudang-undangan,dan perceraian dalam islam.

Bab: 11l Gugat cerai menurut undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang
peradilan agama, dan pendapat imam syafe’i tentang perceraian dengan alasan suami
tidak memberikan nafkah.

Bab: IV Analisis Perbandingan Hukum perceraian Dengan Pendapat Mazhab
Imam Syafe’i dengan alasan suami tidak memberi nafkah, terdiri dari persamaan dan
perbedaan

Bab: V Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran penulis.



BAB Il

TINJAUAN UMUM HUKUM PERCERAIAN

A. Perceraian Dalam Perundang-Undangan
1. Pengertian Perceraian
Istilah “ Perceraian" terdapat dalam pasal pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974

3

yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “ perkawinan dapat putus karena

kematian, perceraian, dan putusan “pengadilan”.**

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang
mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (
suami istri ). Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan
hukum positif tentang perceraian menunjukan adanya:

a. Tindakan hukum vyang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk
memutuskan hubungan perkawinan mereka.

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian
langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat putusnya
hubungan perkawinan antara suami dan istri.*®

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian

karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi

¥ Muhammad syaifuddin, Hukum Perceraiaan......., h.15.
> Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....,h. 15-16.
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perceraian meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian
merupakan sunnatullah, meskipun penyebab berbeda-beda.

Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena
rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah
tangga suami istri, bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami
atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.*®

Dalam Kamus Besar indonesia, kata “cerai” diartikan dengan pisah atau
putus hubungan suami istri. Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti
berakhirnya hubungan suami istri. Sayyid sabiq pun berpendapat bahwa lafadz
attalak di ambil dari kata alithlaq yang artinya berpisah dan tarku artinya
meninggalkan.

Perceraian yang dilakukan dengan putusan pengadilan agama adalah
perceraian yang berdasarkan suatu gugatan perceraian. Pengadilan Agama dalam
setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta
batuan kepada badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian
setempat; bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan
perceraian yang baru berdasarkan alasan — alasan yang sama.*’

Secara sistematis, undang-undang menetapkan bahwa perceraian bubar

atau putusnya ikatan perkawinan suami istri; bahwa putusnya ikatan suami istri

1% Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Sabeni Perkawinan dan Perceraian kelurga muslim,(
Bandung:2013) h.49.

Y Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang — Undang Perdata Islam dan Peraturan
Pelaksanaan lainya di negara Hukum Indonesia, ( Jakarta: Raja wali pers 2008 ) h.646.
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diesebabkan oleh berbagai alasan; alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami

istri disidangkan di depan majlis hakim pengadilan; pengadilan memerintahkan

agar suami istri melakukan upaya yang mendamaikan dan memikirkan dampak
negatip dari perceraian.®®
Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektip hukum

berikut: Perceraian menurut hukum islam yang telah dipositipkan dalam pasal 38

dan pasal 39 UU No.1 Tahunl1974 yang telah dijabarkan dalam PP No0.9 Tahun

1975, mencakup antara lain sebagai berikut.

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan
permohonan cerainya oleh dan inisiatif suami kepada Pengadilan Agama,
yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat
perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama.

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan
gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang
dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumya sejak jatuhnya
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap.™

2. Bentuk — Bentuk Perceraian
Bentuk — bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan

yang diatur dalam hukum islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum

'8 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga....,h.207-208.
9 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h. 20.
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perceraian dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang diatur dalam UU
No. 1 Tahun 1974 dan PP Tahun 1975 dapat di jelaskan sebagai berikut.
1. Talak
Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkan kata talak
dalam arti kata ini dengan putusnya pekawinan, karena antara suami dan istri
sudah lepas hubunganya atau masing-masing sudah bebas. Arti talak secara
terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya
sama, Yyakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz
talak dan sejenisnya.?®
Secara garis besar ditinjau boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak
dibagi dua maca, yaitu: talak raj’i dan talak bain. Dari dua macam talak
tersebut, kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:
a. Dari masa idah, ada tiga, yaitu:
1. Idah haid atau suci
2. ldah karena hamil
3. Idah dengan bulan
b. Dari segi keadaan suami, ada dua:
1. Talak mati
2. Talak hidup
c. Dari segi proses atau prosedur terjadinya,ada tiga:

1. Talak langsung oleh suami

“Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h. 117 — 118.



22

2. Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama)
3. Talak lewat Hakamain.?*

Hukum Talak dapat berubah sebagai berikut.

1. Nadab atau sunah, yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan rumah
tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga
kemadharatan yang lebih banyak akan timbul.

2. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan
tidak ada pihak — pihak yang dirugikan dengan perceraian. Itu sedangkan
manfaatnya juga ada kelihatannya.

3. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti hakim terhadap
seorang yang telah dilakukan oleh bersumpah untuk tidak membayar
kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu
memudharatkan istrinya.

4. Haram, yakni talak tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau
suci yang masa itu ia telah digauli. %

2. Syigoq berarti perselisihan atau retak. Menurut istiilah figih syiqoq berarti
perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang
hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.®

Pertikaian kadang — kadang disebabkan oleh pembangkangan istri,

kadang pula oleh kezaliman suami. Jika hal pertama yang terjadi, maka

?1Tihami dan Sohari sahrani, fikih munakahat, ( Jakarta : Raja wali pers 2013 ) h. 230 -231.
22 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h.119.
2 Tihami dan Sohari sahrani, fikih munakahat .....,h. 188.
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hendaknya suami mengatasi dengan cara paling ringan.?* Dasar hukum ialah
firman Allah Swt.” Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki — laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami — istri.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. AN.NISA
: 35).2° Pengangkatan hakam yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama
bertugas untuk mendamaikan suami istri itu. Hanya dalam keadaan terpaksa
sekali dan sudah sekuat tenaga berusaha mendamaikan suami istri

Syigoq adalah perselisihan antara suami dan istri, perselisihan ini
mungkin disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami
berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya. Dikalangan madzhab Syafeiyah
seperti yang dikemukakan oleh Zakaria al-Anshari bahwa syiqgoq itu tidak lain
adalah perselisihan antara suami istri, dan perselisihan ini sangat memuncak
serta dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan itu diteruskan.?®

Pertengkaran antara suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
seperti faktor komunikasi dan faktor ekonomi rumah tangga. Komunikasi
suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan

mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan

?* Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h.128.

% Tihami dan Sohari sahrani, fikih munakahat .....,h. 188.

% Abdul Manan , Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkunga Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana,2008) cet ke 5, h 385.
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komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan
dimusyawarahkan untuk menemukan solusinya. Sebab kehancuran rumah
tangga sering disebabkan oleh komunikasi suami istri yang terputus.
Terputusnya komunikasi suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
misalnya keduanya bekerja di luar rumah sehingga pertemuannya menjadi
terbatas. Terlalu lelah sehabis pulang bekerja dapat menyebabkan tidak ada
waktu untuk berkomunikasi. Oleh karena itulah, pertengkaran muncul seolah-
olah kedua belah pihak merasa tidak bersalah atas segala yang terjadi dalam
rumah tangganya.?’

Persengketaan perselisihan, pertengkaran, dan konflik suami istri
memiliki tingkatan yang berbeda-beda, minimal ada tiga tingkatan, yaitu
sebagai.

1. Perselisihan tingkat terendah, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-
hal sepele. Misalnya, istri yang malas bangun pagi sehingga suaminya
kesal dan membangunkan dengan cara agak keras, atau memercikan air ke
wajahnya, tetapi istri tidak terima, hingga terjadi pertengkaran.

2. Perselisihan tingkat menengah, yaitu pertengkaran suami istri yang
disebabkan oleh perbuatan kedua belah pihak yang melukai hati atau
membuat rasa percaya hilang. Misalnya, suami melihat istrinya sedang
bersama laki-laki, tetapi tidak melakukan hal-hal maksiat berat atau

istrinya yang melihat suaminya sedang berkencan dengan perempuan lain.

?’Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga....,h.205-206.
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3. Perselisihan tingkat tinggi, yaitu pertengkaran yang disebabkan oleh hal-
hal yang sangat mendasar. Misalnya, istri murtad atau suaminya yang
murtad, suaminya melakukan perzinaan dengan wanita lain atau istri orang
lain, dan sebaliknya.?

Kedudukan keluarga atau orang — orang dekat dalam perkara syigoq
adalah saksi, bukan sebagai orang yang hanya sekedar memberikan keterangan
saja atau orang yang diminta oleh hakim dalam rangka upaya perdamaian para
pihak yang berpekara dalam perkara gugat cerai biasa.?

Kedudukan cerai sebab kasus syiqoq adalah bersifat ba’in. Artinya
antara bekas suami suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan

akad nikah yang baru.*

3. Alasan — Alasan Hukum Perceraian

Pengertian alasan-alasan hukum perceraian dapat ditelusuri dari
pengertian “alasan” dan “hukum”.Alasan yang berarti dasar; hakikat; asas; dasar
bukti( keterangan) yang di pakai untuk menguatkan pendapat, tuduhan, dan
sebagainya.

Selanjutnya, kata hukum berarti peraturan perundangan yang merupakan
sumber hukum formal perceraian, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma

hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga

%8 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani Perkawinan dan Perceraian kelurga muslim,
h...,201.

2 Abdul Manan , Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkunga Peradilan....., h 389.

%0 Abdul Rahman, Figh Munakahat,( Jakarta: Kencana prenada media group,) h 243.
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negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam
peraturan perundang — undangan.*

(13

Dengan memperhatikan arti kata “ alasan” dan hukum” maka dapat di

(13 3

bangun pengertian ““ alasan-alasan hukum * perceraian”, yaitu alas atau dasar
bukti ( keterangan ) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan
atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah
ditetapkan dalam hukum nasional yaitu perundang-udangan, khususnya UU No.
1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, hukum Islam
yang kemudian telah positivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum
adat.*

Jadi, adanya alasan — alasan hukum perceraian tidak dapat dipisahkan dari
sengketa atau perkara perceraian, serta peraturan perundangan-undangan sebagai
hukum nasional, termasuk hukum islam dan hukum adat, yang menjadi alasan
atau dasar hukumnya. Suatu sengketa atau perkara perceraian sebagai perkara
perdata merefleksikan adanya tuntunan hak, yang di sebut gugatan, yang
didalamnya terdapat dua pihak, yaitu suami dan istri.*®

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, baik cerai talak

maupun cerai gugat di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan

oleh istri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan

1 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h.174.
%2 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h.175.
% Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h.176.
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hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang  berwenang memeriksa,

mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraianya.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana

ditentukan dalam pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan

dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1.

salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut — turut
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemampuanya;

salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih
berat setelah perkawinan berlangsung;

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain;

salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami istri

antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Menurut Kitab figh, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi

dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu:

% Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h.181
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1. Terjadi nusyuz dari pihak istri. Hal ini telah diatur dalam QS. An- Nisaa’:43”
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam
keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,( jangan
pula hampiri masjid ) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar
berlalu saja,hingga kamu mandi.Dan jika kamu sakit atau sedang dalam
muasafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh
perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu
dengan tanah vyang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu.
Sesungguhnya Alah Maha Pemaap lagi Maha pengampun.

2. Nusyuz suami terhadap istri. Hal ini diatur dalam Qs. An- Nisaa:128. “ Dan
jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik ( bagi mereka ) walaupun
manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara
baik dan memelihara dirimu ( dari nusyuz dan sikap tak acuh ) maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan .

3. Terjadinya syikok. Hal ini diatur QS. An-nisaa :35 ” Dan jika kamu
khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang
hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui

lagi Maha Mengenal.”
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4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fakhisyah), yang menimbulkan

saling tuduh menuduh.®

4. Akibat- Akibat Hukum Perceraian

Akibat dari perceraian ini ada 2 rupa : pertama akibat bagi si istri dan
harta kekayaan dan kedua akibat bagi anak-anak yang belum dewasa. Tentang
akibat bagi istri dan harta kekayaan, pada saat dibukukannya surat keputusan
perceraian dalam register catatan sipil bubar perkawinan.®

Kedudukan, hak, dan kewajiaban anak dalam perkawinan, akibat putusnya
perkawinan karena perceraian ialah:

Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannay digantikan oleh:
1. Wanita — wanita garis lurus ke atas dari ibu;

2. Ayabh;
3. Wanita — wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan ;
5. Wanita — wanita kerabat menurut garis ke samping dari ibu
Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah

dari ayah atau dari ibunya;*’

% Mardani, Hukum Kekuarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
h,147-148.

% Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum pembuktia, (Jakarta: PT.Renika Cipta,
2014) h,132.

ST Kompilasi Hukum Islam.( Bandung: Fokus Media,2005) h. 48.
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Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban tetap memelihara dan mendidik
anak — anaknya, semata — mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusanya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak
dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu
ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*®

Menurut ketentuan pasal 149 s/d pasal 152 KHI, akibat talak, yaitu :

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau
benda, kecuali bekas istri tersebut gobla al-dukhul.

b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa
iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dalam keadaan
hamil.

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh gobla al-

dukhul.

*¥Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang — Undang Perdata Islam dan Peraturan
Pelaksanaan lainya di negara Hukum Indonesia......, h.531
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d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai
umur 21 tahun.
Pasal 150-152

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istri nya yang masih
dalam iddah.

Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima
pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali
bila nusyuz.*

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiaban orang
tua berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*°

Mengenai akibat hukum perceraian terhadap “ nafkah anak “ secara lebih
rinci sebagai berikut:

a. Kewajiban “ membiyai “ anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat

adanya perceraian.

¥Mardani, Hukum Kekuarga Islam di Indonesia......., h,164 — 165.
“Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1999) cet 29 h.549-551.
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b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau
berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah ). Kewajiban
membiyai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak
tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban membiyai
penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan berada pada ibu, kakek, nenek,
bibi, dan sebagainya.

c. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan ( penghidupan ), maka
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.

d. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiyai
pemeliharan anak, maka seorang ( mantan ) istri dapat melakukan permohonan
eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di mana
proses perceraiannya dilakukan.**

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan
suami/ istri menurut pasal 41 hurup ¢ UU No Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat
menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Bahwa seorang wanita putus
perkawinannya karena perceraian berlaku jangka waktu tunggu, bagi janda yang
masih datang bulan ditetapkan 3 ( tiga ) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90
(sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam

Bekas suami berhak melakukan ruju’ kepada bekas istri yang masih dalam
masa iddah ( tunggu ), sebaliknya bagi bekas istri selama dalam iddah wajib

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

“'Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h.372.
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berhak menerima nafkah iddahdari bekas suaminya kecuali bila nusyuza

(membangkang)*?

B. Perceraian Dalam Islam
1. Pengertian Perceraian
Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum disebut
dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan.
Kata talak, firoq ( lepas ), dan sirah ( pisah ) berasal syariat dan diulang-

ulang dalam Al- Qur’an dengan makna cerai. Allah berfirman,

ATty u..,\zju_aj.n.lk_e (I SArYIR 13) Lok

Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri — istrimu, maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pad a waktu mereka dapat ( menghadapi ) iddahnya ( yang
wajar ).... (Ath—Thalag: 1).

o,\(t

Dan aku Ceraikan kamu dengan yang baik. ( Al- Ahzab: 28)

2 SA Bl 2 K el 5

....... atau lepaskanlah mereka dengan baik ( Ath-Thalaq : 2 )

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Talak artinya melepaskan ikatan
perkawinan. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga
dapat mengindarkan diri dari perceraian, akan semakin baik rumah tangganya.

Dalam hukum Islam hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai

gugat dimiliki oleh suami dan istri. Seorang istri berhak menggugat cerai

*Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h.405.
*3atria, Agama Islam, blog spot com/2009, 22 Apri 2016, 10.37.
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suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan
suaminya.*

Ketahuilah bahwa talaqg hukumnya mubah. Meskipun demikian, ia adalah”
sesuatu yang mubah yang paling dibenci Allah Swt”. Ia dianggap mubah selama
tidak disertai dengan gangguan yang bertumpu atau kebatilan. Padahal jika
seorang suami menceraikan istrinya, maka dengan itu ia telah menimpahkan
gangguan padanya. Sedangkan gangguan terhadap orang lain tidak dibenarkan
kecuali dengan adanya tindak kejahatan dari orang itu atau keterpaksaan yang
diakibatkan olehnya. Allah Swt berfirman:

Talak (perceraian) menurut perspektif Islam adalah pekerjaan yang sangat
jelek dan buruk dimana sebisa mungkin dijauhkan karena ‘Arsy Allah
bergoncang. Namun dengan beberapa alasan tidak diharamkan dan sangat

dilarang.

2. Macam — Macam Talak
Di lihat pengaturannya, talak ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Ta’liqg dimaksudkan sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan
pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar.
“Ta’liq disebut dengan sumpah atau gasami”, seperti seorang suami berkata
kepada istrinya, “ jika aku keluar rumah, maka engkau tertalak.” Maksudnya

suami melarang istrinya keluar rumah ketika suami tidak ada di rumah.

*Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani Perkawinan dan Perceraian kelurga muslim,

...,58.
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Talak yang dijatuhkan untuk menjatuhkan talak apabila telah terpenuhi
syaratnya. Talak seperti ini disebut dengan ta’liq syarat. Umpamanya suami
seorang suami berkata kepada istrinya ,” jika engkau memebebaskan aku dari
membayar sisa maharnya,engkau tertalak. 45

Di samping pembagian talak sebagaimana oleh Sayyid Sabiq di tegaskan

di atas, talak dapat juga dilihat dari dua macam ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1)

Talak Sunah, yang di maksud dengan talak sunah adalah talak yang dilakukan
sesuai dengan syariat Islam, seorang suami menalak istri yang sudah pernah
disetubuhi dengan satu kali talak pada saat istri dalam keadaan suci dan tidak
lagi disentuh ( melakukan hubungan intim ) selama waktu suci tersebut.
Sebagai dasarnya adalah frman Allah swt.,

“ Talak yang dapat dirujuki adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang mar 'up atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Al-
Bagarah :229).

Maksudnya, talak yang sesuai dengan ajaran syariat Islam adalah
menjatuhkan talak satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk,
kemudian ditalak untuk kedua kali, kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi.
Setelah itu, jika seorang suami yang menceraiakan istrinya setelah rujuk yang
kedua ini, maka dia dapat memilih antara terus mempertahankan istrinya

dengan baik atau dengan baik. Allah swt, berfirman,

h...,221

*Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani Perkawinan dan Perceraian kelurga muslim,
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“Hali nabi, apabila kamu/menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat ( menghadap ) iddahnya (
yang wajar ).” (Ath-Thlag: 1).

Maksudnya, jika kamu ingin menceraikan istri, maka ceraikanlah
mereka menjelang iddah; seorang perempuan yang ditalak bisa menjalani
iddah  jika ia diceraikan setelah suci dari haid, nifas, atau sebelum
disetubuhi.*®

Talak sunnah, yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan
agama, Yyaitu seorang suami menalak istri yang telah digaulinya dengan sekali
talak pada masa talak suni merupakan talak yang biasa dilakukan oleh
pasangan suami istri.*’

Dari Nafi’dari Abdullah bin Umar ra, bahwasanya dia (Abdullah bin
Umar) menceraikan istrinya ketika sedang haid saat Rasullah saw, masih
hidup Umar kemudian menanyakan hal ini kepada Rasullah saw. Mendengar
itu, beliau kemudian menjawab, “ Perintahkan dia agar merujuk kembali,
kemudian dia mesti tetap mempertahankan istrinya hingga tiba masa suci,
kemudian dia haid lagi, lalu suci lagi. Setelah itu, dia boleh

mempertahankannya sebagai istrinya. Inilah iddah yang yang diperintahkan

Allah ketika hendak menalak kaum istri.

*® Sayid Sabiq, Fikih an Sunah......., h,32- 33.
*" Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga....., h. 193
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Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Ibnu Umar ra. Pernah menalak
istrinya ketika sedang haid dengan satu kali talak. Kemudian ia menceritakan
masalah ini kepada Rasullah saw. Mendengar hal tersebut, beliau bersabda, “
Perintahkanlah dia agar merujuknya kembali. Setelah itu, dia boleh menalak
istrinya jika sudah suci atau ketika sudah diyakini bahwa istrinya sudah
hamil.” HR.Nasai, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Daud.

Secara zahir, riwayat ini menjelaskan bahwa talak pada masa suci
setelah haid yang pada saat itu talak dijatuhkan, maka itu dianggap sebagai
talak sunnah, bukan talak bid’ah. Pendapat ini dikemukakan oleh imam
syafe’i dan imam-imam yang lainya.*®
Talak Bid’ah adalah talak yang tidak sesuai ketentuan syariat islam, seperti
seorang suami menalak istri sebanyak tiga kali dengan satu kali ucapan atau
menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat,” Engkau ditalak,
engkau ditalak, engkau ditalak™, atau seorang suami menalak istrinya ketika
sedang haid, sedang nifas, atau ketika sedang suci tapi sudah disetubuhi pada
masa suci tersebut.

Talak bid’i adalah talak yang menyalahi ketentuan agama. Misalnya,
talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak

dengan ucapan talak tiga, atau mentalak istri dalam keadaan haid atau suci,

*® Sayid Sabiq, Fikih an Sunah....,h.34
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tetapi sebelumnya telah dicampuri. Dalam hal ini Rahmat Hakim mengatakan

talak bid’i jatuhnya sah, hanya talak jenis ini jika dilakukan akan berdosa.*’

Menjatuhkan talak terhadap istri dalam keadaan haid atau nifas
ataupun dalam keadaan suci yang sudah digaulinya pada keadaan sucinya itu
adalah bid’i apabila istri itu tidak hamil.

Ulama Syafi’iyah berpendapat,” Tidak ada bid’ah mengumpulkan
talak dan tidak ada sunnah memisah-misahkan, baik si istri itu telah sekamar
maupun belum, hal itu sama saja.>® Para ulama sepakat bahwa talak bid’ah
diharamkan dan bagi yang melakukan, dia berdosa. Sebagian ulama juga ada
yang berpendapat bahwa talak bid’ah tetap sah dan mereka mengemukakan
dalil sebagai berikut:

1. Talak bid’ah tetap termasuk dalam pengertian ayat-ayat talak yang bersifat
umum.

2. Pengakuan Ibnu Umar ra, ketika dia menalak istrinya yang sedang haid
dan Rasullah saw, memerintahkan agar rujuk kembali. Ini berarti bahwa
talak Ibnu Umar tersebut dianggap sah. >

Ditinjau dari segi berat ringannya akibat talak, talak dibagi beberapa jenis.

1. Talak raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah
dikumpuli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga
kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam

masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

9 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga......,h.193
%0 Mahmud Syalthut, Figih Tujuh Madzhab, ( Bandung: Pustaka Setia ,2007 ) cet ke 2 h.145
5! Sayid Sabig, Fikih an Sunah....,h.34
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2. Talak ba’in, yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali

dengan pernikahan baru walaupun dalam masa iddah seperti talak

perempuan yang belum digauli. Talak bain terbagi kepada dua macam,

yaitu;

a.

Ba’in shugra, talak yang dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya
jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya
setelah habis masa iddahnya. Suami pertama dapat rujuk dengan akad
pernikahan yang baru;

Ba’in kubra, suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya
telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara yang
diklakukan tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah
muhalil.

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa talak ba’in

adalah talak yang suaminya tidak berhak untuk rujuk jenis talak ba’in

adalah

a.

b.

Wanita yang ditalak sebelum dicampuri

Wanita yang ditalak tiga

Wanita yang telah memasuki menopouse, karena wanita yang tidak
haid tidak memiliki masa iddah, hukumnya sama dengan wanita yang

belum dicampuri.®?

52 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga......,h.194
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Ulama menegaskan substansinya sama dengan talak. Talak tebus artinya
talak yang di ucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada

suami.>

3. Akibat Hukum Perceraian
Perceraian apapun bentuknya dapat membawa akibat terhadap suami itu
sendiri maupun terhadap anak yang dilahir dari perkawina itu. Akibat yang sangat
terasa adalah terhadap anak secara psichis. Dari segi psichis anak akan menjadi
mindar kurang tenang atau kurang kasih sayang serta kurangnya pengawasan dari
orang tua yang kesemuanya itu menyebabkan perkembangan mental anak
terganggu.
Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI bersumber dari beberapa
firman Allah dalam Al-Qur’ab, yaitu:
1. QS.al-Bagarah: 236 -238
CF o o gace B 2oL g3 4 o o o et Sec. L s &
iy ) 190,85 5l gl W L sl all o) BGle P N
P -
s Syaal Gl 3535 22l Jog 4538 s AT Jo Ja 53505
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan
isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum
kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah

(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya
dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian

A\

23

53 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani Perkawinan dan Perceraian kelurga muslim,
h...,222
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menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-
orang yang berbuat kebajikan .
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“Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka
bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika
Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang
ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah
Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.

QS.al-Bagarah: 228
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“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para
suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami,
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana .

5 Mardani, Hukum Kekuarga Islam di Indonesia......., h,166.
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GUGAT CERAI MENURUT UU NO7 TAHUN1989 TENTANG PERADILAN
AGAMA DAN PENDAPAT IMAM SYAFE’I TENTANG PERCERAIAN

DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH

A. Gugat Cerai Menurut UU No Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

1. Alasan-Alasan Gugat Cerai

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagai suami maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk
memeriksa diri kepada dokter.*®

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigog, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi — saksi yang
berasal dari keluarga orang-orang yang dekat suami istri. Dengan demikian,
sudah tidak ada berdamik. Jika bukan jalan cerai yang dipilih, ada kemungkinan
suami istri itu akan berkepanjangan dalam kondiisi syiqoq ( cekcok dan
permusuhan ), dan pada gilirannya yang menjadi korban adalah pihak istri.
Adanya kekhawatiran syigoq berkepanjangan antara suami istri itu merupakan
pertimbangan lain mengapa suami dalam rumah tangga. Bila terjadi syiqog, untuk
pemecahannya, kepada surat annisa ayat 35 seperti yang di nukil di awal tulisan

ini, adalah dengan menunjuk seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam

%*Amandemen Undang-Undang, Peradilan Agama UU RI No. Th. 2009, h....,114.
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dari pihak istri. Hakam adalah pribadi yang dipercaya yang bukan sebagai petugas
pemerintah yang tugasnya adalah untuk mendamaikan pasangan perdamaian.®
Pasal 60 Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai
kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Pasal 62 yaitu terdiri dari tiga ayat
( 1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan -
alasan dan dasar — dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan
-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan
dasar untuk mengadili.
( 2) Tiap Penetapan dan putusan Pengadilan ditanda tangani oleh Ketua Hakim-
Hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan
dan putusan itu diucapkan
( 3 ) Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera
yang bersidang.
Pengambilan keputusan dapat diputuskan dengan langkah-langkah sebagai
berikut yaitu :
1. Musyawarah majlis hakim
2. Hakim mengadili semua bagian gugatan, dilarang memberikan putusan yang

tidak diminta atau melebihi yang diminta

% Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta : Preda Media,
2004) h. 104-105.
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3. Pembacaan keputusan harus dilakukan dalam persidangan terbuka untuk
umum.
4. Biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah.
5. Biaya perkara dalam bidang — bidang hukum perkawinan dibebankan kepada
penggugat/ pemohon.
6. Perincian biaya perkara
7. Biaya perkara dan hal —hal yang harus dibayar kepada pihak lain
8. lsi putusan
9. Putusan sela
10. Berita acara persidangan
11. Ketua majelis hakim berhalangan menandatangan putusan atau berita acara.”’
Melukai berat atau menganiaya dilakukan oleh si suami atau si istri
terhadap istri suaminya yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang
dilukai ataudianiya atau sehinggamengakibatkan luka—luka yang membahayakan.
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigog, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga orang-orang yang dekat suami istri. Dengan demikian, sudah
tidak ada berdamai. Jika bukan jalan cerai yang dipilih, ada kemungkinan suami
istri itu akan berkepanjangan dalam kondiisi syigoq ( cekcok dan permusuhan ),

dan pada gilirannya yang menjadi korban adalah pihak istri adanya kekhawatiran

5" M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum acara perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah
di Indonesia.....,h.61-66.
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berkepanjangan antara suami istri itu merupakan pertimbangan lain mengapa

suami dalam rumah tangga. Bila terjadi syiqoq, untuk pemecahannya, kepada

surat annisa ayat 35 seperti yang di nukil di awal tulisan ini, adalah dengan

menunjuk seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.

Hakam adalah pribadi yang dipercaya yang bukan sebagai petugas pemerintah

yang tugasnya adalah untuk mendamaikan pasangan perdamaian tidak tercapai

bila dipandang maslahat, tanpa perlu persetujuan suami istri itu, para hakam boleh

menceraikannya dan suami istri terikat dengan keputusan para hakam itu.

Pasal 39 ayat 2 ditentukan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar

untuk perceraian adalah:

a.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak yang dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar
kemauannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak lain;

Salah satu mendapat cacat badan/ atau penyakit yang mengakibatkan tidak

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ istri
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f.  Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidu rukun lagi dalam rumah tangga.>®

2. Prosedur Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang
diajukan oleh istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Menurut
pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Meskipun gugat cerai ini
diperuntukkan untuk istri, tetapi setelah lahirnya undang-undang nomor 7 tahun
1989 tentang peradilan agama, lembaga gugat cerai ini dapat digunakan oleh
suami untuk menggugat istri ke pengadilan.™

Mengajukan gugatan, gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk
wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengaan suratan gugatan, yang
ditandatangani oleh penggugat atau orang yang dikuasakan menurut pasal 147
RBg (Rechtsreglemen voor de buitengewesten ) untuk luar jawa — madura, HIR (
Herzine Indlansche Reglement ) untuk jawa — madura kepada ketua pengadilan
Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika
diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam.®

Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik

talak.Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut — turut .atau saya tidak

®Abd shomad, Hukum Islam penormaan prinsip syariah dalam hukum islam,( Jakarta:
Kencana,2010), h.339-340

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta: Kencana
Prenada Media Group,2012), h.19.

%M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum acara perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syariah
di Indonesia,( Jakarta: Kencana prenada media group, 2013 ), h.19.
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memberi tiga bulan lamanya, atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya itu,
atau saya membiarkan ( tidak memprdulikan ) istri saya itu enam bulan lamanya,
kemudian istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan, dan
pengaduannya .1000 ( seribu ) sebagai iwadl ( pengganti ) kepada saya , maka
jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Cerai gugat dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan
perterngkaran terus — menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.

Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibanya, suami wajib
melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah
tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga
sebaik — baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing — masing
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.®*

Tempat mengajukan gugatan pasal 73 UU NO.7/ 1989: luar negeri, maka
gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

a) Gugatan Perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

tergugat.

2 Abdul Manan dan M.Fauzan, Pokok — Pokok Hukum Perdata ( Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002 ) cet 5, h. 58- 59.
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b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian
diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
tergugat.

c¢) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diri®

Saran — saran kepada penggugat yang akan mengajukan gugatan terdapat

di pasal 119 HIR / 145 RBg, ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberi

nasehat dan bantuan kepada penggugat atau kepada kuasanya dalam hal

mengajukan gugatan itu. Bilamana Penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan
dapat diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri. Ketua Pengadilan
membuat catatan tentang gugatan itu. Mengajukan gugatan secara lisan, tidak
boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.®®

Sesudah surat gugatan atau catatan yang dibuat itu telah didaftarkan oleh
panitera di dalam daftar yang disediakan untuk kita, maka ketua menentukan hari
dan jam waktu perkara itu akan dieriksa di muka pengadilan. Keta
memerintahkan memanggil kedua belah pihak, supaya hadir pada waktu yang
telah di tentukan itu, disertai oleh saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa
dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan digunakan.

Ketika memanggil Tergugat harus diserahkan juga kepadanya sehelai
salinan surat gugatan, dengan memberitahukan kepadanya, bahwa ia kalau mau

dapat menjawab gugatan itu dengan tertulis. Mendaftarkan dalam daftar sidang,

%2, Amademen Undang-Undang, Peradilan Agama UU RI No 50. Th. 2009......,h.113
%M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum acara perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syariah
di Indonesia.....,h.21.
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tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada
panitera sejumlah,uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh ketua
pengadilan negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera,
ongkos melakukan panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada pihak
dan harga meterai yang akan digunakan; jumlah yang dibayar lebih dahulu itu
akan diperhitungkan kemudian.®
Pada waktu menentukan hari persidangan ketua hendaklah
mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal atau sebenarnya berdiam para
pihak dengan tempat pengadilan bersidang, tenggang waktu antara memanggil
kedua belah pihak dengan hari kerja, kecuali dalam hal yang sangat mendesak
perkara itu harus segera di periksa, hal itu harus disebut dalam surat perintah.®®
Persyaratan admistrasi yang harus di penuhi dalam melakukan proses
hukum perceraian, tergantung pada apakah para pihak (suami dan istri)
diwakilkan oleh kuasa hukum/ advokat atau tidak, adalah sebagai berikut.
a. Apabila tidak didampingi tidak didampingi penasihat / advokat .
1. Mempersiapkan surat permohonan atau gugatan: setelah memahami segala
sesuatunya tentang proses perceraian ( dengan meminta saran atau nasihat
dari pihak yang memahami soal perceraian ), maka selanjutnya seorang atau

penggugat dapat mempersiapkan surat permohonan atau gugatannya.

®M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum acara perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syariah
di Indonesia.....,h.22.

%M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum acara perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syariah
di Indonesia.....,h.22.
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2. Menyiapkan uang administrasi yang nantinya harus dibayarkan kebagian
pendaftaran permohonan atau gugatan di Pengadilan. Setelah membayar
uang adminstrasi, permohonan atau penggugat tersebut akan menerima
SKUM ( surat keterangan untuk membayar ).

3. Mempersiapkan apa yang akan diajukan pada pengadilan,tentang  rencana
perceraian  tersebut. Untuk mempersiapkannya, disarankan agar
berdiskuskusi kembali dengan orang — orang / pihak soal ini.

b. Apabila didampingi penasihat hukum/ advokat.

1. Jika pemohon atau penggugat memilih untuk di dampingi penasihat
hukum/ advokat maka terlebih dahlu penasihat hukum/ advokat tersebut
harus membuat surat kuasa yang kemudian harus ditandatangani oleh
penggugat tadi. Surat kuasa adalah surat yang menyatakan bahwa
pemohon atau penggugat ( sebagai pemberi kuasa ) memberikan kuasa
kepada hukum/ advokat ( sebagai penerima kuasa).

2. Menyiapkan surat permohonan atau gugatan . Apabila surat kuasa
tersebut telah ditandatangani oleh pemohon atau penggugat, maka
selanjutnya penasihat hukum/ advokat ( kuasa hukum ) akan mengurus
pembuatan surat permohonan atau gugatan dan surat — surat lainnya yang
dibutuhkan selama proses hukum berjalan.

3. Menyiapkan sejumlah uang umtuk keperluan administrasi, yang akan
dibayarkan ke bagian pendaftaran permohonan atau gugatan di

pengadilan.
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4. Menyiapkan uang untuk pembayaran jasa penasihat hukum/ advokat yang
diminta bantuannya adalah penasihat hukum/ advokat yang dibayar sesuai

dengan kesepakatan.®

3. Proses Pemeriksaan Perkara Gugat Cerai
Proses pemeriksaan cerai gugat bersifat “ contradictor , karena gugatan
bersifat contentiosadan para pihak berhadapan dalam kedudukan yang sama.

Cerai gugat bersifat contentiosa, yakni terjadi sengketa perkawinan yang

menyangkut perkara perceraian.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat,
pengadilan dapat:

a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan
anak;

c. Menentukan hal- hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang
menjadi hak istri.®’

Meskipun pemeriksaan gugatan perceraian dilaksanakan dalam sidang
tertutup tetapi pembacaan putusan harus dilaksanakan dalam sidang terbuka

umum, sebab mengenai perceraian itu membawa akibat hukum tertentu walaupun

*®NMuhammad syaifuddin, Hukum Perceraiaan,( Jakarta : Sinar Grafika,2014) h. 223 — 224.
Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang — Undang Perdata Islam dan Peraturan
Pelaksanaan lainya di negara Hukum Indonesia......, h.455
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masih harus menunggu sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum
tetap.®®
Penjatuhan putusan dalam cerai gugat memungkinkan penyatuhan putusan
yang mengandung amar “ condemnatoir.” Azas umum pemeriksaan cerai gugat
ialah
1. Pemeriksaan dilakukan oleh majlis hakim.
2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup .
3. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan.
4. Pemeriksaan di sidang Pengadilan dihadiri suami-istri atau wakil yang
mendapat kuasa khusus dari para pihak.
5. Upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ketentuan dalam PP NO.9 Tahun 1975 pada dasarnya gugatan perceraian
diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
tergugat. Undan-undang Nomor 7 Tahun 1989 justru mengatur sebaliknya,
gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.®®
Pemeriksaan cerai gugat tidak mewajibkan para pihak untuk mengahadiri
(in person), tetapi dapat diwakilkan melalui kuasa hukumnya khusus dalam
sidang perdamaian suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah

satu pihak bertempat tinggal di luar negeri, dan tidak datang menghadap secara

%8Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia......, h.21.
% Abd shomad, Hukum Islam penormaan prinsip syariah dalam hukum islam......, h.338.
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pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang mendapat kuasa khusus untuk itu (
pasal 82 UU No.7 tahun 1989). ™
Pemeriksaan perkara di tingkat pertama dilakukan melalui tahap-tahap
pemeriksaan perkara yang di mulai dari:
1. Pembukaan Sidang
Pada sidang pertama yang ditetapkan melalui Penetapan Hari Sidang,
meskipun para pihak sudah dipanggil ada kemungkinan tidak hadir dalam
persidangan, ketidakhadiran pihak menentukan keadaan pemeriksaan yang
dilakukan.
2. Penanyaan Identitas para Pihak
Penanyaan identitas bersifat formal, meskipun majlis hakim sudah mengenali
pihak — pihak tetap harus dilakukan.
3. Anjuran Damai
Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat
imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan
upaya yang di tempuh oleh hakim harus merupakan usaha yng nyata dan
optimal.
4. Pembacaan Gugatan
Ada tiga kemungkinan sikap penggugat:
a. Mencabut gugatan

b. Merubah gugatan

"*Abd shomad, Hukum Islam penormaan prinsip syariah dalam hukum islam......, h.339.
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c. Tetap mempertahankan gugatan.
5. Jawaban Tergugat
Jawaban tergugat dapat diberikan secara tertulis atau lisan yang harus dihadiri
oleh tergugat atau kuasa hukumnya.
6. Replik penggugat
7. Duplik Tergugat, replik dan duplik ( jawab-menjawab )
8. Pembuktian
9. Kesimpulan Para Pihak
10. Musyawarah Majelis Hakim

11. Pembacaan Putusan Hakim

4. Perceraian yang boleh di Jatuhkan Oleh Pengadilan

Suami-istri dalam ajaran islam tidak boleh terlalu cepat mengambil
keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun
kembali. Walaupun dalam ajaran islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu
perceraian, namun perceraian adalah suatu hal yang meskipun boleh
dilakukan tetapi dibenci oleh nabi."™

Talak Karena Tidak Memberi Nafkah. Imam Syafei, Imam Malik dan
Imam Ahmad membolehkan Perceraian dengan keputusan pengadilan
agama, jika si istri menuntut karena tidak diberi nafkah dan dalam

kenyataannya, suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi

"'Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer ......, h. 97.
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a. Suami wajib menjaga (mengurusi) istrinya dengan cara yang baik atau

menceraikannya dengan cara yang baik, karena Allah swt, berfirman, “ maka
rujuklah dengan cara yang ma’rup atau menceraikan dengan cara yang baik” (
Al-Bagarah:229 ). Dengan tidak adanya kemampuan suami tidak memberi
nafkah kepada istri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah
sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini.

. Allah swt, berfirman,

“ Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemdharatan, karena dengan
demikian kamu menganiaya mereka” (Al-Bagarah:231).Berkaitan dengan
masalah ini, Rasullah saw bersabda” tidak boleh kemudharatan dan membalas
perbuatan mudharat dengan perbuatan mudharat.”. Mudharat yang paling
besar bagi seorang istri tentunya pada saat dia tidak diwajibkan
menyelematkan dari bahaya yang mungkin akan menimpa.

. Para ulama ,” Jika suami yang mampu enggan memberi nafkah kepada
istrinya tentu dianggap zalim dan cara mengatasi kezaliman ini dengan
menjual hartanya lantas diberikan kepada istrinya sebagai nafkah."?

Talak Karena Memudharatkan Istri, Imam Malik berpendapat bahw istri

berhak menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak, jika dia

mengemukakan pernyataan bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang

"2Sayid Sabiq, Fikih an Sunah....,h..68-70
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membahayakan dirinya, sehingga dia tidak mampu lagi untuk mempertahankan
hidup berumah tangga bersama suaminya.seperti suami ringan tangan, suka
memaki dan mengumpat, sering melakukan kekerasan, dengan berbagai macam
cara dan istri tidak mampu lagi menahan penderitaan yang dialaminya, atau suami
memaksanya melakukan kemungkaran, baik dalam bentuk perbuatan maupun
ucapan.”

Istri berhak menuntut talak, jika suaminya meninggalkan walaupun suami
memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan syarat:
1. Kepergian suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima.
2. Kepergian dengan tujuan menyakiti istri
3. Kepergian lebih dari satu tahun.
4. Kepergian lebih dari satu tahun dan istri merasa disulitkan.

seperti untuk menuntut ilmu, berdagang,bekerja, melaksanakan tugas dari
instansi di mana dia bekerja, maka dalam keadaan seperti ini, istri tidak
dibenarkan minta cerai.”

Talak karena suami dipenjara, jika suami diputuskan untuk menjalani
hukuman ditetapkan terhadap suami dan dia sudah menjalani hukuman tersebut
selama satu atau tahun lebih, maka istri berhak mengajukan tuntutan talak kepada

pengadilan, karena dia mengalami kesulitan karena berjauhan dengan suaminya.”

*Sayid Sabiq, Fikih an Sunah....,h.73
“Sayid Sabiqg, Fikih an Sunah....,h..75
*Sayid Sabiq, Fikih an Sunah....,h..75-76.
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Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakhu itu jelas dan di

benarkan oleh syarak, maka untuk menetapkan fasakh tidak diperlukan putusan

pengadilan, akan tetapi jika terjadi hal-hal seperti berikut, maka pelaksanaanya

adalah:

1.

jika suami tidak memberikan nafkah bukan karena kemiskinannya, sedangkan
hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah
diadukan terlebih dahulu kepada pihak berwenang dapat menyelesaikan
sebagaimana mestinya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat riwayat berikut
ini  Dari Umar r.a .,”Bahwasanya ia telah berkirim surat kepada para
pemimpin pasukan perihal para suami yang telah lama meninggalkan para
keluarganya agar meminta tanggung jawab mereka atas istri-istrinya, yaitu,
agar memberi nafkah atau menceraikan mereka, jika mereka menceraikan
istri-istrinya, hendaklah mengirimkan nafkah yang belum mereka berikan.”.

Setelah hakim memberi janji kepada suami kepada suami sekurang-kurangnya
tiga hari, sejak dari istri mengadu, jika masa perjanjian itu telah habis,
sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim
memfasakhkanya nikahnya. Atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka

hakim setelah diizinkan. Rasullah Saw, bersabda: Dari Abu Hurairah r.a., “

Rasullah Saw, bersabda tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang
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akan dinafkahkanya kepada istrinya, keduanya boleh bercerai”( HR.

Daruquthni dan Baihagi ).”

KHI dalam pasal 70 s/d 72 lebih rinci mengatur tentang jenis-jenis perkawinan
yang dapat dibatalkan, yaitu:

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad
nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu
dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj’i.

b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili’anny;

c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak
prolehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria
lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al-dukhul dari pria tersebut dan
telah habis masa iddahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah,
semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi per
kawinan menurut pasal 8 undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas;

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang
dengan saudara neneknya

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau

ayabh tiri;

® Tihami dan Sohari sahrani, fikih munakahat .....,h. 202-203.
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4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan Yyaitu orang tua

sesusuan.

e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri

atau isteri-isterinya.”’

B. Mazhab Syafe,i Tentang Perceraian Dengan alasan Suami Tidak

Memberikan nafkah
1. Pengertian Perceraian Menurut Pendapat Mazhab Imam Syafe’i
Kata talak, firoq ( lepas ), dan sirah ( pisah ) berasal syariat dan diulang-

ulang dalam Al- Qur’an dengan makna cerai. Allah berfirman ,

Ny
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Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri — istrimu, maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pad a waktu mereka dapat ( menghadapi ) iddahnya ( yang
wajar ).... (Ath—Thalag: 1).

Dan aku Ceraikan kamu dengan yang baik. ( Al- Ahzab: 28)
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atau lepaskanlah mereka dengan baik ( Ath-Thalaq : 2 )
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7 Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam DI Indonesia
Jakarta .
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Talak/ Cerai itu terbagi dua:
1. Sharih, yaitu yang diucapkan dengan jelas.
2. Kinayah, yaitu yang diucapkan dengan sindiran
Talak sharih itu memiliki tiga lafazh:
1. Dengan kata talak itu sendiri
2. Dengan kata firoq ( lepas)
3. Dengan kata sirah ( pisah ).

Talak yang diucapkan dengan jelas tidak membutuhkan niat. Talak
dengan kinayah (sindiran) adalah setiap kata yang mengandung makna talak dan
selainnya. Ini membutuhkan niat.”

Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata- kata talak yang terus terang
artinya ada tiga, yaitu talak,firoq, dan siraah, dan kata-kata inilah yang
tercantum dalam Al-Qur’an. Sebagian ahli Zhahir berkata, “ Tidak terjadi talak,
kecuali dengan menggunakan tiga kata ini, sebab agama hanya menyebutkan
tiga kata ini. Talak adalah ibadah, salah satu syarat sahnya adalah dengan
menggunakan kata-kata. Jadi wajiblah menggunakan yang sudah di sebutkan
oleh agama.” Kata-kata talak yang dapat dipergunakan adalah kata-kata

langsung yang di dalamnya terdapat kata talak, misalnya” Aku talak engkau .

"®Abu syuja ¢ Al-Ashafani, Fikih praktis madzhab Syafe’i matan abu suja, Solo: Media zikir,
2011, h,326.

Musthafa dib al-bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum — Hukum islam Madzhab
Syafi’i, ( Solo : Media Zikir, 2009 ) cet ke 1 h.374 — 375.
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Ada pula dengan kata-kata kiasan yang didalamnya tidak ada kata talak,
misalnya” Aku kembalikan kamu kepada orang tuamu”. 80

Imam Syafe’i berkata,” Kata-kata talak yang dikategorikan terus terang
terbagi menjadi tiga, yaitu: kata ath-thalaq ( talak ), al-firoq ( berpisah) dan as-
sarah ( cerai ) sebagian mazhab Zhahiri berpendapat, ““ Talak tidak sah kecuali
dengan menggunakan tiga kata ini, karena syariat islam hanya menyebutkan tiga
kata ini untuk menunjukan perceraiaan. Karena talak dikategorikan sebagai
‘ibadah’ dan salah satu syarat sahnya adalah dengan menggunakan kata-kata
yang berasal syariat, maka talak dinyatakan sah jika menggunakan ketiga kata di
atas.®

Ketahuilah bahwa talag hukumnya mubah. Meskipun demikian, ia
adalah” sesuatu yang mubah yang paling dibenci Allah Swt”. Ia dianggap
mubah selama tidak disertai dengan gangguan yang bertumpu atau kebatilan.
Padahal jika seorang suami menceraikan istrinya, maka dengan itu ia telah
menimpahkan gangguan padanya. Sedangkan gangguan terhadap orang lain

tidak dibenarkan kecuali dengan adanya tindak kejahatan dari orang itu atau

keterpaksaan yang diakibatkan olehnya. Allah Swt berfirman:
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%Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani Perkawinan dan Perceraian kelurga muslim,
h...,228.
815ayid Sabiq, Fikih an Sunah, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h,19.
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“maka bila istri-istri kamu tetap mematuhimu, janganlah kamu cari-cari
alasan untuk menceraikannya.:”(Qs Al-nisa 34).%2

Talak dengan kinayah/sindiran maksudnya adalah kalimat yang
diucapkan mengandung makna talak dan makna yang lain contoh kalimat
sindiran adalah “Semua urusanmu sekarang ada di tanganmu sendiri”. Kalimat
ini dapat diartikan bahwa istri memiliki kuasa untuk mengurusi dirinya sendiri
dan melepaskan diri dari melakukan tindakan apa pun sesuai yang dia inginkan.

Talak dengan menggunakan kalimat yang terus terang dianggap sah
tanpa harus disertai dengan niat untuk memastikan apa sebenarnya yang
diinginkan dari dikalimat yang diucapkannya, karena kalimat yang digunakan
secara terus terang untuk tujuan talak sudah jelas tujuan dan maknanya.
Sedangkan talak yang menggunakan kalimat sindiran dinyatakan tidak sah,
kecuali jika disertai niat. Jadi yang dapat menjelaskan makna kalimat sindiran
adalah niat dan tujuan orang yang mengucapkannya.®

Hukum wanita dalam perkara talak ini ada dua sunnah dan bid’ah. Yang
sesuai dengan aturan sunnah adalah menjatuhkan talak ketika istri suci dan tidak
digauli. Adapun yang bid’ah adalah menjatuhkan talak ketika istri haidh, atau
ketika suci namun suami menggaulinya. Ada talak yang tidak sunnah dan tidak
juga bid’ah, yaitu talak yang jatuh dijatuhkankepada empat orang :

1. Wanita yang masih kecil.

2. Wanita yang sudah memasuki masa monopaus/ tidak haid lagi.

82Al- Ghajali, Menyingkapi hakikat perkawinan,( Bandung:Karisma,1999) h, 126. Cet ke 10
83Sayid Sabiqg, Fikih an Sunah.....,h.20
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3. Wanita yang sedang hamil.

4. Wanita yang sedang mengajukan khulu’ dan belum di gauli.84

2. Gugat Cerai Akibat tidak Memberi nafkah

Para Ulama telah sepakat bahwa nafkah istri wajib diberikan oleh suami.
Mereka juga telah sepakat bahwa apabila suami tidak mampu membelanjai
istrinya,

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat bila istri merasa tidak rela
jumhurUlama berpendapat bahwa istri mempunyai hak minta cerai dan hakim (
gadhi ) berhak memisahkan keduanya meskipun mereka berbeda pendapat
mengenai kategori pemisahan itu, apakah talak atau fasakh, dan mengeanai
waktu apakah segera atau ada penangguhan beberapa, atau sebulan, atau
setahun.®

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah pemenuhan kebutuhan istri
berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri
berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami
sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma.

Pemisahan yang dilakukan oleh gadhi ( Hakim ) akibat tidak adanya
nafkah jatuh sebagai talak raj’i. Si suami memiliki hak untuk merujuk istrinya

pada masa iddah dengan syarat dapat dibuktikan kelapangan suami, dan

¥Musthafa dib al-bugha, Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum — Hukum islam Madzhab
Syafi’i, ( Solo : Media Zikir, 2009 ) cet ke 1 h.374 — 375.
8Mahmud Syalthut, Figih Tujuh Madzhab...... h,180.
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kesiapan untuk memberikan nafkah, bahwa telah di tetapkan pemisahan akibat

tidak adanya nafkah untuk mencegah keburukan dari istri .%

R ]
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Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk rﬁeminta
faskh( pembatalan) nikah. Begitu juga suami jika suami tidak mampu memberi
mahar sebelum menggaulinya.
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Artinya: Ketidak mampuan seorang suami memberikan nafkah dan pakaian
apakah tetap bagi istri berpisah dengan suami atau tidak ?
Imam malik dan imam syafei dan imam ahmad ketiga imam tersebut

memberikan fatwa membolehkan tetap fasakh/sebab ketidak mampuan
memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal

f

Pendapat para ulama imam syafi'i sebagai berikut: jumhur ulama selain
Imam Syafi'i dan pengikutnya menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan
secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan
nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan
suami.Maka berbeda dengan Imam Syafi'i dan pengikutnya yang menentukan
jumlah minimal nafkah wajib yang harus diberikan pada istri. Hal ini menurut
analisis penulis bahwa pendapat jumhur ulama kurang jelas dan tidak ada

kepastian yang tegas.

8\Wahbah Az zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu......, h. 445,
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Sedangkan pendapat Imam Syafi'i lebih jelas, lebih tegas, dan memberi
kepastian tentang ukurannya.Sedangkan pendapat jumhur kurang berpihak pada
kaum wanita, dikatakan demikian karena terlalu memberi kebebasan kepada
kaum pria khususnya suami untuk memberi nafkah semaunya.

Sedangkan Imam Syafi'i lebih berpihak kepada kaum wanita karena ia
sangat memperhatikan ukuran minimal yang harus diberikan seorang suami
meskipun suami itu termasuk orang yang tidak mampu atau golongan orang
miskin. Namun demikian bahwa pada dasarnya baik pendapat jumhur ulama
maupun Imam Syafi'i menggunakan dasar yang sama yaitu Al-Qur'an surat at-
Talaqg (65) ayat 6 — 7, surat al-Bagarah (2) ayat 233, dan hadis-hadis Rasulullah
Saw. &

Abu Muhammad ibnu Hazm berpendapat bahwa seandainya suami
mampu membelanjai sebagian dari nafkah istrinya, ia hanya wajib menurut
kemampuannya. Apabila tidak mampu sama sekali, ia tidak dibebani apa-apa.
Akan tetapi, jika kemudian mampu, ia wajib memberi nafkah namun ia tidak
wajib membayar kembali

Mazhab Syafe’i tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan
batas kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan

ketentuan syariat. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab hanafi

dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun

8 http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/pendapat-syafii-tentang-kriteria.html#sthash.
bfboX8ss.dpuf
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kesulitan, dan bahwasanya suami yang mengalami kondisi lapang, yaitu yang

mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya, harus menafkahi

sebanyak dua mud setiap hari (satu mud kurang lebih setara dengan 543 gram).

Sedangkan orang yang mengalami kesulitan, yaitu tidak memberikan nafkah

dengan harta tidak pula penghasilan, harus menafkahi satu mud setiap hari.

Adapun orang yang berada pertengahan, maka dia harus menafkahi sebanyak

satu setengah mud.®®

Pendapat jumhur fugaha, ketiga imam membolehkan pemisahan akibat
tidak adanya nafkah berdasarkan dalil berikut:

1. Firman Allah SWT, “Janganlah kamu rujui mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka”. Tidak
termasukperujukan dengan cara yang baik jika dia menolak untuk
memberikan nafkah untuk istrinya.

2. Abuz Zinaad berkata, aku bertanya kepada Sa’id Ibnu Musayyab mengenai
seorang laki-laki yang tidak dapat mendapati apa yang dia jadikan nafkah
untuk istrinya, maka apakah keduanya dipisahkan ? dia menjawab, “ Iya “
Aku kembali bertanya kepadanya, “ Sunah “ Dia menjawab “ Sunah. “ Dan
ucapan Sa’id sunnah maksudnya adalah sunah Rasullah saw.

3. Umar ra. Menulis surat kepada para komandan tentara mengenai para suami
yang meninggalkan istri mereka. Dia perintahkan mereka untuk kembali

kepada istri mereka untuk memberikan nafkah atau menjatuhkan talak. Jika

88Sayid Sabiqg, Fikih an Sunah....,h..437
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mereka menjatuhkan talak maka mereka kirim nafkah masa yang telah lewat
yang belum mereka berikan.®

4. Hadis yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasullah SAW bersabda
Sebaik — baiknya shadaqah itu adalah shadagah dari belakang orang yang
kaya. Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Mulailah
dengan orang — orang yang kamu pelihara. Lalu ada orang yang
bertanya,” Istrimu termasuk orang kamu pelihara, ia berkata ( istrimu ),
berimakanlah aku, jika tidak ceraikan aku.” Budakmu pun berkata,”
Berilah aku makan dan pergunakanlah tenagaku *. Anakmu juga
mengatakan, “ Kepada siapakah engkau meninggalkan aku?”

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ad — Daruqutni dengan sanad
yang sahih, juga di riwayatkan oleh Al — Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab
Shahihnya.*

Jika suami orang miskin, maka wajib memberi satu mud setara dengan
bejana persegi empat yang panjang sisinya 9,2 cm dan beratnya kira-kira 600
gram.

Makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negeri. Selain itu wajib

pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang susah.

8\Wahbah Az zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu,......, h .445
%Mahmud Syalthut, Figih Tujuh Madzhab, ....., h,181.- 182
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Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk meminta faskh(
pembatalan) nikah. Begitu juga suami jika suami tidak mampu memberi mahar
sebelum menggaulinya.*

Mazhab Syafe’i dan Hambali menyebutkan bahwa perpisahan akibat
nafkah tidak boleh kecuali dengan ketetapan hakim, karena ini adalah pembatalan
pernikahan yang diperselisihkan, maka membutuhkan ketetapan dari hakim,
kecuali dengan permintaan dari si istri untuk pemisahan karena perpisahan ini
akibat tidak terpenuhi haknya, maka tidak boleh dilakukan dengan tanpa

permintaanya.

3. Hikmah Di Syariatkan Perceraian

Perceraian merupakan pintu rahmat yang dibuka bagi semua orang, agar
masing-masing suami dan istri membenahi kesalahan yang dilakukannya, dan
memulai kehidupan baru dengan orang baru yang dipilihnya menurut kriteria-
kriteria yang cocok, seharusnya memperkecil kerugian, memperbanyak
keuntungan dan memetik pelajaran dari pengalaman masa lalu.

Perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis dan terkadang
materialistis, Oleh karena itu, orang-orang yang melarang perceraian berarti
menutup jalan keluar bagi suami dan istri jika problematika kehidupan

perkawinan menghimpit keduanya.*

% Abu syuja ‘Al-Ashafani, Fikih praktis madzhab Syafe’i Matan Abu Suja, Solo: Media zikir,
2011, h,357.
%Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h. 168 — 169.
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Perceraian dalam syariat islam, mengandung keindahan, kesempurnaan,
dan kemulian di dalamnya, karena ia tidak menetapkan aturan agar manusia
bermain-main dengannya, melainkan menetapkan aturan sebagai solusi bagi
kesalahan-kesalahan manusia serta menyelamatkannya. Ulama menyepakati
kebolehann perceraian, karena barang kali kondisi antara suami dan istri telah
rusak, sehingga mempertahankan perkawinan mengakibatkan kerusakan total,
dimana kami di paksa memberi nafkah dan tempat tinggal hubungan rumah
tangga menjadi tidak baik, serta permusuhan yang berlarut-larut. Perceraian wajib
ditempuh sebab dapat menutup peluang untuk berbuat zina, penghianatan istri
terhadap suami, perselikuhan suami, merajalelanya kerusakan akhlak, dan
perbuatan-perbuatan fasik.*?

Perceraian hanya boleh dilakukan karena ~mengandung unsur
kemaslahatan, yang setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak
menghasilkan kebaikan. Peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk
meninggalkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan alternatif yang lebih
mendidik kedua belah pihak. Setelah perkawinan seharusnya tidak ada perceraian,
mungkin hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan menjadi alasan
bagi terjadinya perceraian suami istri. Dengan demikian, perceraian harus

merupakan kehendak Tuhan.*

%Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian.....h. 170 — 172.
%Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani Perkawinan dan Perceraian kelurga muslim,
h...,204.
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Hikmah disyariatkan talak sangat jelas sekali, karena boleh jadi dalam
kehidupan rumah tangga tidak ada kecocokan antara suami-istri sehingga muncul
sikap saling membenci yang disebabkan oleh tingkat keilmuwan yang rendah,
pemahaman terhadap nilai agama yang minim atau tidak memiliki akhlak mulia
atau semisalnya. Sehingga talak merupakan jalan keluar yang paling tepat
sebagai mana firman Allah : ““ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi
kecukupan kepada masing-masing dari limpahan dari limpahaan

karunianya”(An-Nisa:130).%

%Muhammad bin Ibrahim Alu Asy Syaikh, Fatwa-Fatwa Tentang Wanita,( Jakarta: Darul
Hag, 2001) h. 191.



BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA SUBSTANSI SUBSTANSI UU NO
7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA MENGENAI GUGAT
CERAI DENGAN PENDAPAT MAZHAB IMAM SYAFE’I TENTANG
PERCERAIAN DENGAN ALASAN SUAMI TIDAK MEMBERIKAN

NAFKAH

A. Persamaan

Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan
pengadilan.

Menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Meskipun gugat
cerai ini diperuntukkan untuk istri, tetapi setelah lahirnya undang-undang nomor 7
tahun 1989 tentang peradilan agama, lembaga gugat cerai ini dapat digunakan oleh
suami untuk menggugat istri ke pengadilan.

Perceraian dalam arti secara undang-undang dengan pendapat mazhab syafe’i
mempunyai arti yang sama Yyaitu melepaskan ikatan perkawinan. Menimbulkan
akibat-akibat dari perceraian itu sendiri terutama kepada anak, kedudukan harta yang
dimilikinya serta hak asuh terlebih pada berubahnya status masing-masing pasangan
suami-istri.

Istri atau suami boleh mengajukan gugatan perceraian ke pengadilanan , baik

dengan jalan cerai gugat ataupun cerai talak.

71
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Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan
gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan Agama,perceraian
hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.Talak
Karena Tidak Memberi Nafkah. Imam Syafei, membolehkan Perceraian dengan
keputusan pengadilan agama, jika si istri menuntut karena tidak diberi nafkah dan
dalam kenyataannya, suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan istri.

Mazhab Syafe’i menyebutkan bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh
kecuali dengan ketetapan hakim, karena ini adalah pembatalan pernikahan yang
diperselisihkan, maka  membutuhkan ketetapan dari hakim, kecuali dengan
permintaan dari si istri untuk pemisahan karena perpisahan ini akibat tidak terpenuhi
haknya, maka tidak boleh dilakukan dengan tanpa permintaanya. Pemisahan yang
dilakukan oleh qadhi ( Hakim ) akibat tidak adanya natkah jatuh sebagai talak raj’i.
Si suami memiliki hak untuk merujuk istrinya pada masa iddah

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan
akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddahnya.

Imam syafe’i berpendapat bahwa ruju’ hanya diperbolehkan dengan ucapan
terang dan jelas dimengerti.

Berdasarkan analisis penulis mengenai persamaan antara undang-undang
nomor 7 tahun 1989 tentang perceraian dengan pendapat mazhab imam syafe’i

dengan alasan suami tidak memberikan nafkah yaitu:
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1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah
pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak.

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, suami melanggar taliq
talak, alasan lain sebab syigoq bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup
rukun sebagai suami istri.

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan
perudangan itu sendiri.

4. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau
tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh
suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang —barang yang

menjadi hak istri.

B. Perbedaan

Perbedaan dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang perceraian
dengan pendapat mazhab syafei secara material dengan perceraian yang legal dan
formal terletak pada tata cara pelaksanaan percereraian itu. Suami yang sengaja atau
tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengadung unsur talak dapat dikatakan
jatuh talak, sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya,” Aku ingin kau
pulang ke rumah orang tuamu.” Kata-kata tersebut mengandung pengusiran. Oleh

karena itu, dapat mengakibatkan jatuhnya talak. Akan tetapi, meskipun secara
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fighiyah kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan legal, karena menurut
undang-undang perkawinan, perceraian dikatakan legal dan formal atau sah jika
dilakukan dilakukan di depan pengadilan, setiap putusan pengadilan harus memiliki
kekuatan yang tetap. Menurut kitab figh, setidaknya ada empat kemungkinan yang
dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya
perceraian, yaitu:

1. Terjadi nusyuz dari pihak istri. Hal ini telah diatur dalam QS. An- Nisaa’:43

2. Nusyuz suami terhadap istri. Hal ini diatur dalam Qs. An- Nisaa:128. “

3. Terjadinya syikok. Hal ini diatur QS. An-nisaa :35

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fakhisyah), yang menimbulkan

saling tuduh menuduh.®

Menurut pendapat syafe’i talak/ cerai itu terbagi dua :

1. Sharih, yaitu yang diucapkan dengan jelas.

2. Kinayabh, yaitu yang diucapkan dengan sindiran.

%Mardani, Hukum Kekuarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
h,147-148.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perceraian adalah suatu bentuk ketidak mampuan memelihara keutuhan
keluarga yang menjadi basis sebuah masyarakat padahal keutuhan itu sangat penting
untuk membangun masyarakat yang kukuh.

Secara sistematis, undang-undang menetapkan bahwa perceraian bubar atau
putusnya ikatan perkawinan suami istri; bahwa putusnya ikatan suami istri
diesebabkan oleh berbagai alasan; alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami istri
disidangkan di depan majlis hakim pengadilan.

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum islam disebut
dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan.

Mazhab Syafe’i menyebutkan bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh
kecuali dengan ketetapan hakim, karena ini adalah pembatalan pernikahan yang
diperselisihkan, maka  membutuhkan ketetapan dari hakim, kecuali dengan
permintaan dari si istri untuk pemisahan karena perpisahan ini akibat tidak terpenuhi
haknya, maka tidak boleh dilakukan dengan tanpa permintaanya.

Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk meminta

faskh ( pembatalan ) nikah.
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Pemisahan yang dilakukan oleh gadhi ( Hakim ) akibat tidak adanya nafkah

jatuh sebagai talak raj’i. Si suami memiliki hak untuk merujuk istrinya pada masa

iddah.

B. Saran-Saran
Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkankesimpulan-
kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

» Dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, hendaknya masing-
masingpihak terlebih dahulu instropeksi diri untuk tidak tergesa-gesa
memutuskan perceraian. Apalagi pihak yang menggugat adalah pihak yang
sebenarnya menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Hal ini perlu
diperhatikan, karena walaupun secara hukum positif perceraian dapat
dikabulkan, namun secara syari’ah orang ya

» Seorang istri lebih harus bersabar dalam mengurusi rumah tangga demi
tercapainya kebahagian rumah tangga, istri wajib taat kepada suami
memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebaliknya bagi suami berkewajiban
memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan
suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka. mengajukan perceraian
tanpa alasan yang sah, maka haram baginya bau surga

» Dalam gugatan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat banyak

menanggung resiko antara lain psikologi anak, biaya persidangan,
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mengorbankan waktu dan pikiran serta tenaga, memang perceraian itu
dibolehkan oleh undang-undang maupun oleh agama, tapi sebaiknya harus .

Untuk hakim mediator yang bertugas mendamaikan para pihak, hendaknya
selalu teliti dan cermat dalam mempelajari perkara perceraian yang masuk di
Pengadilan. Karena jika hakim mediator jeli dalam menangkap permasalahan
yang ada, maka hakim mediator akan dengan mudah menggali fakta yang

sebenarnya dalam rumah tangga para pihak.



